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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Transparansi 

dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah 

Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu belum mampu 

menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. 

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine how the implementation of Transparency 

and Accountability of Village Fund Management in Batang Tumu Village, Mandah 

District, Indragiri Hilir Regency. This study uses a qualitative method. Data 

collection techniques were carried out using interviews and documentation. The 

results of this study indicate that the implementation of transparency and 

accountability of the village government in managing village funds in Batang Tumu 

Village has not been able to implement transparency and accountability in the 

management of village funds. 

 Keywords: Transparency, Accountability 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

  

          Perkembangan pemerintahan di indonesia semakin hari semakin pesat dengan 

berkembangnya era reformasi dalam melaksanakan otonomi daerah. Dimana ilmu 

akuntansi sangat berperan penting dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi 

pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengutamakan   

proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Hal ini 

dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pencatatan transaksi-

transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan 

(Kumalasari & Riharjo, 2016). 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 ayat 1 tahun 2014 

tentang desa, menjelaskan bahwa desa merupakan desa adat atau dengan nama lain 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahahan dan kepentingan 

masyarakat setempat. Dengan hadirnya undang-undang tentang desa selain 

merupakan penguatan status desa dan pemerintahan masyarakat, juga sebagai basis 

untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa sebagai 

sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaruan guna untuk mendukung 

pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupuan masyarkat desa 
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yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan di desa sangat kompleks, 

menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang dan memajukan pembagunan disetiap 

desa. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertangungjawaban. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan 

pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa 

tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan pembangunan desa.  

Pendanaan dari setiap pembagunan desa, memerlukan biaya yang terbilang 

tidak sedikit, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pengelolaan anggaran dan 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) adanya tuntutan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat. Dalam kondisi ini masyarakat 

dipandang bukan sekedar objek pembangunan namun juga sebagai subjek 

pembangunan, maka dari itu masyarakat dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) sebagai bentuk mewujudkan prinsip 

transparansi. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, 

menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan 
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yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertangungjawaban keuangan desa. 

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk 

mengalokasikan anggaran transfer desa dalam APBN sebagai waujud pengakuan 

serta penghargaan Negara kepada desa. Pengunaan dana desa diatur melalui Peraturan 

Mentri Desa  Pembangunan Daerah tertinggal, serta Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang perioritas pengunaan dana desa. Dalam Undang-

Undang Desa memberikan dampak bagi pemerintah desa untuk melapiorkan 

pengelolaan keuangan desa yang transparan , akuntabel serta parsitipatif. Maka dari 

itu diperlukan penatausahaan keuangan desa karna pencatatan keuangan dan 

pelaporan  keuangan adalah hal yang sulit yang harus transparan dan tearah. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan Akuntansi Desa 

agar dapat mengelola dana desa agar berjalan dengan lancer dan baik. Akuntansi desa 

merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa yang dilihat dengan 

bukti kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan 

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak 

yang berhubungan dengan keuangan desa. 

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karna telah 

mencakup berbagai prosedur  pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertangungjawaban. Tahap dalam 
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pembuatan laporan keuangan desa yaitu : 1) Membuat perencanaan berdasarkan visi 

misi yang dihitungkan pada penyusunan anggaran. 2) Anggaran yang dibuat terdiri 

dari akun pendapatan, belanja serta pembiayaan. 3) Pada pelaksanaan anggaran 

timbul transaksi dimana transaksi tersebut dilakukan pencacatan yang lengkap yaitu 

pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu bank, dan buku inventaris disertai 

bukti-bukti transaksi. 4) untuk memperoleh informasi posisi keuangan berdasarkan 

transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. 5) selain menhgasilkan neraca 

untuk pertangungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran 

desa. 

         Transparansi adalah salah satu prinsip yang dapat menjamin akses dan 

kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaannya, 

sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Dengan adanya transparansi bisa menjamin 

akses serta kebebasan seluruh masyarakat untuk dapat memperoleh informasi bagi 

penyelenggaraan serta pengelolaan yang dilakukan pemerintah, seperti informasi 

tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai. 

Transparansi juga bisa mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. 

Maka dari itu upaya peningkatan efisiensi didalam penyelenggaraan pemerintah agar 

mudah diwujudkan. 

        Akuntabilitas bagi pelaksanaan pemerintah yang baik juga harus diperlukan 

dengan adanya unsur transparansi. Transparansi adalah menyediakan informasi 
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mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang 

akurat dengan mudah (Agus Dwijayanto,2015:80). 

 Akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintah daerah diartikan sebagai 

kewajiban pemerintah daerah untuk mempertangungjawabkan pengelolaan dan 

pelaksanaan pemerintahan daerah didalam rangka otonomi daerah dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) 

akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan 

pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai 

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya 

laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial dan politik. Termasuk dalam pengertian tersebut 

akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam menekan penyimpangan dan 

penyalahgunaan dalam sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge&Pattaro). 

 Desa Batang Tumu merupakan desa yang terleletak di Kecamatan Mandah 

Kabupaten Indragiri Hilur. Desa batang tumu berada di bagian selatan yang 

merupakan salah satu desa yang maju yang didukung oleh sarana dan prasarana. Desa 

batang tumu dilihat secara umum keadaanya merupakan daerah perairan dengan 

kondisi alam yang dialiri oleh sungai batang tumu. Desa batang tumu terdiri dari 5 

dusun, yaitu dusun I perisay, dusun II tokolan darat, dusun III teluk kampung, dusun 

IV merangung, dusun V pasar tokolan. Jumlah penduduk di desa batang tumu yaitu 

mencapai 3,085 jiwa dimana jumlah laki-laki yaitu mencapai 1,514 jiwa dan 

perempuan mencapai 1,571 jiwa. 
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Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

Tahun Jumlah 

2019 2.037.684.000 

2020 1.944.039.050 

       Sumber : Bendahara Desa 

         Dalam pengelolaan Dana Desa minimal dana yang akan diberikan secara 

langsung kedesa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh 

kabupaten atau kota artinya setiap tahun desa akan menerima miliaran rupiah. 

Dengan banyaknya dana yang diberikan tersebut menimbulkan kekhawatiran 

diberbagai pihak. Terdapat potensi kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertangungjawaban serta sistem pelporan 

nya. Untuk itu dalam rangka penyelenggaran pemerintah desa dituntut untuk adanya 

transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan proses penganggaran yang baik sehingga 

transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik sesuai rencana. 

         Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan kunci pokok bagaimana 

pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut dapat teralaksanakan dengan baik atau 

tidak dan informasi terkait dana desa dapat diketahui oleh berbagai pihak karna 

memang harus bersifat terbuka. Tidak hanya bagaimana pemerintah desa mampu 

terbuka terhadap apa yang sudah dan akan dilakukan desa. 

Permasalahan yang di temui peneliti pada Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah adalah transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya seperti belum 
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adanya informasi pada papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran dan 

pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.  

 Masalah akuntabilitas yaitu kepala desa tidak dapat menngabungkan seluruh 

laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan adanya keterlambatan  penncairan 

dana dari pusat kepada desa maka dari itu desa terlambat melaporkan laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yang seharusnya dilaporkan paling 

lambat pada bulan juli tetapi desa melaporkan pada bulan September. Selain itu 

permasalahan akuntabilitas yang kedua yaitu dalam pengelolaan keuangan, desa 

Batang Tumu tidak dilaksanakan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan 

buku cek yang digunakan setiap pencairam dana desa. 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Transparansi dan 

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang 

Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri 

Hilir? 
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2. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri 

Hilir? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui transparansi pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana 

Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana 

Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

       Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi 

manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, yaitu penelitian ini dapat menjadi gambaran penulis mengenai 

Alokasi Dana Desa, pembelajaran, menambah wawasan serta 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini. 

2. Bagi Pemerintah Desa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa. 
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3. Bagi Penulis Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

melakukan penelitian dimasa yang akan dating, khususnya yang akan 

melakukan penelitian mengenai Dana Desa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

       Untuk memahami pembahasan dan penulisan yang dibuat, maka penulis akan 

membahasnya dalam tiga, secara terperinci dapat dilihat dari sistematika penulisan 

yang masinh-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,  

  rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta  

  sistematika penulisan.   

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

  Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang diakhiri 

  dengan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, 

  jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan 

  teknik analisis 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum desa    

batang tumu yang dijadikan tempat penelitian dan 

membahas hasil penelitian yang di teliti penulis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

  Didalam pemabahasan bab V berisikan tentang apa 

yang di dapat akan kesimpulan dari penulis dan juga 

sebagai saran agar berguna bagi hal yang akan dating 

tentang penelitian akuntansi.  
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1  TELAAH  PUSTAKA 

2.1.1 Good Governance 

Good governance merupakan suatu bentuk kepemerintahan yang baik, 

sedangkan world bank juga mengartikan bahwa good governance yaitu sebagai 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang komplit serta dapat 

dipertangungjawabkan yang berbanding lurus dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efisien serta penghindaran salah pengalokasian dana (Madiasmo: 2021:23). 

Good governance yaitu isu yang relevan pada pengelolaan administrasi. 

Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki hubungan yang kuat terhadap tuntutan 

diadakannya good governance di Indonesia. Good governance beroroentasi pada 

orientasi yang mengarah terhadap pencapaian tujuan, dan pemerintahan yang 

berfungsi secara efektif serta efisien dalam upaya pencapaian tujuan nasional. 

Tujuan pokok good governance yaitu tercapainya kondisi pemerintahan yang 

dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan 

kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (Negara, masyarakat madani dan sector 

swasta). (Hardiyansyah, 2011:105). 

UNDP memberikan karakteristik good governance yaitu (Madiasmo:2021:23-

24): 
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1. Partisipasi (participation), yaitu bahwa setiap warga memiliki hak suara dalam 

membuat keputusan, baik secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingannya. 

2. Supremasi hokum (rule of low), dimana kerangka hokum harus bersifat adil dan 

dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hokum untuk hak asasi manusia. 

3. Transparansi (transpacancy), yaitu dimana transparan tercipta atas dasar 

kebebasan arus komunikasi. 

4. Daya tanggap (responsiveness).yaitu dimana lembaga-lembaga serta proses-proses 

harus melayani setiap stakeholder. 

5. Orientasi consensus (consensus orientation), yairu dimana good governance 

merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pikiran terbaik 

bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun 

prosedur-prosedur. 

6. Ekuitas (equity), yaitu dimana semua warga baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki kesempatan dalam meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan 

mereka. 

7. Efektivitas dan Efisiensi (effectiveness and efficiency), yaitu dimana setiap proses 

maupun lembaga dapat menghasilkan apa yang telah digariskan menggunakan 

sumber-sumber yang telah ada sebaik-baiknya. 

8. Akuntabilitas (accountability), yaitu dimana setiap pembuat keputusan pada 

pemerintahan sector dan masyarakat bertangungjawab kepada masyarakat dan 

lembaga-lembaga stakeholder. 
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9. Visi strategis (strategic vision), yaitu dimana para pemimpin dan publik harus 

mempunyai perspektif “good governance” dan menggembangkan manusia yang 

luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan. 

Dari Sembilan prinsip dasar good governance yang dikeluarkan UNDP, 

setidaknya ada tiga hal yang bias diperankan oleh akuntansi sector yaitu, terwujudnya 

Value of money, Transparancy, dan Acuntibility. (Madiasmo:2021:24) 

2.1.2 Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-

kebijakan terkait keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan 

juga masyarakat (Madiasmo, 2021:48). Disini transparansi memberikan arti bahwa 

anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama dimana untuk mengetahui 

bagaimana proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat 

terutama tentang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. 

           Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan menyebutkan transparansi merupakan prinsip keterbukaan 

dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertangungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan sesuai peraturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. 

Transparansi yaitu pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi 

masyarakat, yaitu mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang 
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membutuhkan informasi tersebut. Transparansi memiliki arti   keterbukaan organisasi 

dengan memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

terhadap pihak-pihak yang menjadi pelaksana transparansi pengelolaan keuangan 

publik dimana merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh 

organisasi sektor publik.  

           Dengan dilakukan transparansi tersebut maka publik akan memperoleh 

informasi yang aktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi untuk 

membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai 

ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pertangungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan 

perundangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu 

antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain 

yang terkait (Mahmudi.2010).  

          Secara umum transparansi yaitu kebebasan dan terbukanya akses informasi 

dalam berbagai proses kelembangaan sehingga yang membutuhkan bisa dengan 

mudah mengaksesnya. Informasi juga harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 

           Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah 

dan masyarakat karena semua akses informasi dibuka dan bisa diketahui secara 

akurat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka 

akan meningkatnya jumlah warga masyarakat yang berpartisifasi dalam 

pembangunan dan mengurangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 

Transparansi sangat penting terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam 
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menjalankan wewenang dari rakyat. Dimana pemerintah memiliki wewenang dalam 

mengambil berbagai keputusan penting yang sangat berdampak terhadap orang 

banyak, pemerintah juga harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa 

yang telah dikerjakannya. Maka dari itu transparansi menjadi instrument yang sangat 

penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 

2.1.2.1 Karakteristik Tranparansi 

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta 

siap menerima kritikan dan saran yang diberikan, serta dapat dipertangungjawabkan 

kebenaranya. Transparansi memiliki tiga karakteristik (Mardiasmo, 2016:19) : 

1. Informativenes (informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, 

data, fakta, serta penjelasan mengenai mekanisme kepada Stakeholder yang 

membutuhkan informasi yang jelas dan akurat berdasarkan fakta. 

2. Openes (keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi yang merupakan hak 

yang harus diperoleh oleh Stakeholder dalam mengakses informasi. Sehingga setiap 

Stakeholder dapat mengakses informsasi serta data secara menyeluruh dan akurat. 

3. Disclosure (pengungkapan) yaitu dapat di bedakan menjadi dua yaitu pengungkapan 

wajib adalah segala sesuatu yang sudah menjadi tangung jawab berdasarkan standar 

operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan 

sukarela dilakukan secara sukarela apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, 

standar akuntansi, serta peraturan badan pengawasan. 

Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela apa yang telah 

diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, serta peraturan badan pengawasan. 
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2.1.2.2   Prinsip-Prinsip Transparansi 

 

 Dalam mewujudkan transparansi harus memenuhi beberapa prinsip. 

Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan 6 (enam) prinsip dalam transparansi 

yaitu: 

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses mengenai informasi 

dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program. 

2. Adanya informasi yang di publikasikan dan adanya media yang mengakses 

informasi mengenai proses kegiatan serta detail keuangan. 

3. Adanya laporan berkala disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan 

sumberdaya alam untuk perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum atau 

publik. 

4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh desa disertai dengan dokumen atau bukti. 

5. Adanya website atau media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan 

yang dilakukan dalam organisasi desa. 

6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi. 

2.1.3 Akuntabilitas 

Akuntabilitas Merupakan suatu kewajiban dalam memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala sesuatu 

tentang aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan 

keputusan kepada pihak-pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan 
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dalam meminta pertanggungjawaban tersebut disebut sebagai Akuntabilitas 

(Mardiasmo, 2021: 27). 

Sukardi (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas yaitu dapat didefinisikan 

sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang diinginkan. 

         Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi 

dalam mempertagungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertangungjawaban secara 

periodik. 

Terdapat 2 macam akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2021:27), yaitu: 

1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana 

kepada otoritas yang lebih tinggi contohnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja 

(dinas) terhadap pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat, dan pemerintah pusat terhadap DPR. 

2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) 

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat 

yang luas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban dalam 

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi 
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organisasi untuk mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan melalui 

media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. 

          Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, seperti 

dikutip oleh Ihyaul Ulum MD (2010:40) didalam bukunya “Sebuah Pengantar 

Akuntansi Sektor Publik” adalah: “Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban guna 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan atas terlaksananya 

misi organisasi dalam menuju tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah 

ditentukan dengan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”. 

        Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, 

mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:  

1. Akuntabilitas Keuangan 

     Akuntabilitas keuangan merupakan pertangungjawaban mengenai: 

a. Integritas Keuangan 

 Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, 

kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan 

kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian merupakan bahwa harus ada 

hubungan atau kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-

sumbernya. Intergritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara 

terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat 

diandalkan informasi yang terkandung di dalamnya harus menggambarkan 
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secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Pengungkapan 

Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan 

keuangan didesain lain dibuat sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi 

yang memperngaruhi instansi pemerintah sebagai suatu periode dan berisi cukup 

informasi yang dibuat secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham serta 

tidak salah penjelasan terhadap laporan keuangan tersebut. 

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain: 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur 

mengenai keuangan Negara 

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia 

3. Undang-undang APBN 

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah 

5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat 

dan daerah 

6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan 

APBN/APBD 
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7. Perasaturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan 

pusat dan daerah 

2. Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas kinerja dapat dilihat dalam perspektif islam yang menggambarkan 

suatu pertangungjawaban yang mutlak, sebagai salah satu sifat nabi yakni amanah 

dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan dengan teori agensi dari 

akuntansi dari akuntansi sendiri. Dilihat dari sisi lain akuntabilitas biasanya dilihat 

dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori keagenan 

(agensi teori) dimana pertangungjawaban dari teori agensi menekankan 

pertangubjawaban pada pelaksana. 

  Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui 

pertangubawajaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 

masyarakat, dimana kepala desa sebagai penangungjawab utama. 

 Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel 

2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengunaan sumber -sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku 

3) Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan 
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4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh 

5) Harus jujur, objektif, transparan, serta inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik 

pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas. 

 Akuntabilitas juga perlu dilakukan melalui media yang berikutnya dapat di 

komunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik), secara periodik 

bahkan secara tak terduga sebagai kewajiban hukum serta bukan karna sukarela. 

Cindy (2019) mengatakan akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu: 

1) Akuntabilitas Internal, berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal 

penyelenggaran negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan maupun 

petugas publik baik individu atau kelompok agar mempertangungjawabkan kepada 

atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan 

kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu ketika dipandang perlu. 

2) Akuntabilitas Eksternal, teradapat pada setiap lembaga negara yaitu suatu 

organisasi untuk mempertangungjawabkan semua amanah yang telah diterima dan 

telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal serta 

lingkungannya. 

2.1.4 Desa 

 

          Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terutang dalam pasal 1 

(satu) menyebutkan bahwa desa merupakan desa adat atau yang disebut dengan 
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istilah nama lain , selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

         Pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan 

penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa berfungsi sebagai 

subsistem dari sistem administrasi pemerintahan indonesia, dimana desa memiliki 

kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat 

(Hehamaua dalam Candra Suyatomiko).  

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa.  

A. Perencanaan  

Menurut pasal 4 Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka 

meliputi:  

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun  

2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja 

pemerintah desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 

tahun  



23 
 

 
 

Menurut pasal 5 perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka 

meliputi: 

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi: 

a. Penyusunan RPJM Desa  

b. Penyusunan RKP Desa 

2. RPJM Desa sebagaiman dimaksud pada ayat 1 huruf a, ditetapkan dalam jangka 

waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa  

3. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan 

B. Pelaksanaan  

Menurut pasal 52 pelaksanaan pembangun desa meliputi: 

1. Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembanguna desa yang dilaksanakan 

oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa 

2. Pelaksanaan kegiatan pembagunan desa sebagiman dimaksud pada ayat 

1meliputi: 

a. Pembangunan desa berskala lokal desa 

b. Pembangunan secotaral dan daerah yang masuk ke desa  

c. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaiman dimaksud 

pada ayat 2 huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau 

Kerjasama desa dengan pihak ketiga  

3. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhitung sejak ditetapkan APBDesa  
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C. Pertanggungjawaban  

Menurut pasal 38 pertanggungjawaban pembangunan desa meliputi: 

1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh 

kepala desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.   

2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari 

pendapatan, belanja, pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.  

3) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDes dilampiri Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 

tahun berkenaan, Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember 

tahun anggaran berkenaan serta format laporan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang masuk ke desa. Pertanggungjawaban  keuangan 

desa harus  diinformasikankepadamasyarakat, sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 40, bahwa:   

1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media 

informasi yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan 

media informasi lainnya.  

2) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes 

disampaikan pada bupati melalui camat dan siampaikan paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.  
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D. Musyawarah  

Menurut pasal 81 musyawarah desa meliputi: 

1. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dala, 

rangka pelaksanaan pembangunan desa 

2. Musyawarah desa sebagimana dimaksud pada ayat 1 diselanggarakan setiap 

semester yaitu pafa bulan juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya  

3. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan 

sebagiaman dimaksud pada ayat 1 dengan cara: 

a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan 

b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala desa dengan 

disaksikan oleh badan permuyawaratan desa dan unsur masyarakat desa 

4. Kepala desa menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa tentang 

laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir 

pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

5. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangun 

desa. 

2.1.4.1 Pengelolaan Kuangan Desa 

Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia 20 Tahun 2018 mengenai 

Pengelolaan Kuangan Desa, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pelaporan dan pertangungjawaban 

keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan 
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keuangan Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.  

Menurut Permendagri No.6 tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan 

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban desa tersebut. Menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 

tentangdesa,pendapatan desa bersumber dari : 

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha hasil aset swadaya dan partisipasi 

gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. Bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. 

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

kabupaten atau kota. 

e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
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keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada 

bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015) 

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota 

dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan 

demikian, dana desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari system 

pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme 

pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subyek 

pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan yang direncanakan Dana desa harus 

dibicarakan dan disepakati dalam rapat desa. Menggunakan Dana desa harus berhasil 

dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup 

manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan pengentasan kemiskinan. 

a) Pengelola Keuangan Desa 

1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa) 

2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Keuangan Desa). 

3. Bendahara Desa 

4. Kepala Seksi selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) 
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b) Kepala Desa 

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

2. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 

PTPKD. 

3. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: 

1) Sekretaris Desa 

2) Kepala Seksi; dan 

3) Bendahara Desa 

4) Sekretaris Desa 

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan 

keuangan desa. 

2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa 

mempunyai tugas: 

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 
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c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam APBDesa; 

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 

c) Kaur Keuangan 

1. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan 

2. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

d) Pelaksana 

1. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. 

2. Kepala Seksi mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 

telah ditetapkan di dalam APBDesa; 

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja 

kegiatan; 

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 



30 
 

 
 

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan 

2.1.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam 

satu tahun yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan telah disetujui bersama 

oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang telah ditetapkan 

berdasarkan peraturan desa. 

a. Komponen Dalam Anggaran 

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran terdiri atas akun-

akunsebagai berikut : 

1. Pendapatan 

Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa yakni meliputi semua 

penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal 

dari : 

a) Pendapatan asli desa 

1) Hasil usaha desa 

2) Hasil kekayaan desa 
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3) Hasil sedaya dan partipasi masyarakat 

4) Lain-lain pendapatan asli desa 

b) Transfer 

1) Dana desa 

2) Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah 

3) Alokasi dana desa 

c) Kelompok pendapatan lain-lain 

1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat 

2) Lain-lain pendapatan desa yang sah 

2. Belanja desa 

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 belanja desa yaitu meliputi semua 

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan Kewajiban desa dalam 1 tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja 

desa terdiri dari : 

a. Belanja bidang penyelengaraan pemerintahan desa 

b. Pelaksanaan pembangunan desa 

c. Pembinaan kemasyarakatan 
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d. Pemberdayaan masyarakat Desa 

e. Belanja tak terduga 

3. Pembiayaan 

Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 pembiayaan desa adalah meliputi semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaan terdiri dari : 

a. Penerimaan pembiayaan mencakup 

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. 

2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 

belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

3) Pencairan dana cadangan. 

4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

5) Penerimaan pinjaman. 

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup : 

1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan 

2) Penyertaan modal desa 

3) Pembiayaan hutang 

Adapun pencatatan pada pengelolaan keuangan menurut (IAl-RASP 2015:13-16) 

yaitu : 

1. Pencatatan Transaksi Pendapatan 
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Pada kelompok ini dilakukan pencatatan meliputi : 

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal 

dari Hasil Usaha : Hasil Aset: Swadaya/partisipsisi/gatong royong : Lainlan 

pendapatan asli desa. 

b) Transfer 

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimnan pendapatan yang berasal 

dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Dari APBD 

provinsi. Bantuan Keuangan APBD Kabuputen/Kota. 

c) Pendapatan Lain-lain 

Pada Kelompok int dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal 

dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain 

Pendapatan Desa yang Sah. 

2. Pencatatan Transaksi Belanja 

Pada kelompok ini dilakukan pcncatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan 

pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja tak 
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terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. 

3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan 

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang herasal dari sisa lebih 

perhitungan Anggaran (SilPA), Pencairan Dana Cadangan); dan Hasil Penjualan 

Kckayaan Desa yang dipisahkan. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk 

Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk 

penempatannya pada rekening tersendiri dan Dana Cadangan, penganggarannya tidak 

melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. 

4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa 

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, 

dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan 

(per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak 

dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan 

piutang ataupun hutang. 
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2.1.4.3 Dana Desa 

 

Dana desa  merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer  melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diggunakan 

untuk membiayai penyelennagaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembiayaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang dialokasikan secara keadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi 

yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan 

tinggkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan 

tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam 

melindungi serta memberdayaakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri serta 

demokratis. Dengan adanya Dana Desa dapat menciptakan dan pemberdayaan desa 

menuju masyarakat yang adil makmur serta sejahtera. 

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua)  yaitu, tahap 

mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening 

Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahao mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas 

desa. 
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2.1.4.3.1 Prinsip Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam 

mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu: 

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta 

dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan 

untuk masyarakat 

2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang. 

3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah. 

4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah 

prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi 

kebutuhan pokok, memperkokoh organisasi desa dan aktivitas lainnya yang 

diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah  

5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti 

mekanisme yang berlaku. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode 

penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan 

wawancara terbuka untuk  menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan  

serta prilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif 

artinya peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka 

untuk interpetasi. Data dihimpun dengan pengataman yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara 

yang mendalam , serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. 

  Menurut Sugiono (2011), metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan 

observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cendrung data kualitatif, 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk 

memahami makna, memahami keunikan, menkontruksi fenomena, dan menentukan 

hipotesis. 
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3.2 Objek Penelitian 

 

         Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penyusunan penelitian ini adalah Kantor Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah 

Kabupaten Indragiri Hilir.  

3.3  Definisi Variabel Penelitian 

 

3.3.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan. Menurut Kristianten dalam Songki (2017:7) transparansi dapat 

diukur melalui beberapa tahap yaitu : 

Tahap transparansi dalam pengelolaan dana desa : 

1. Kesedian dan aksebilitas dokumen 

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 

3. Keterbukaan proses 

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 

3.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

         Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertangungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum 
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pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan 

untuk meminta keterangan atau pertangungjawaban.  

Tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa : 

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang 

di anggarkan dalam APBDesa 

2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa 

berdasarkan RKP Desa tahun bersamaan dan pedoman penyusunan 

APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. 

3. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 

peraturan desa tentang APBDes 

Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa : 

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kasa desa pada bank 

yang di tunjuk Bupati/Walikota. 

2. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda 

tangan kepala desa dan kaur keuangan 

Tahap Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa : 

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh keuangan sebagai pelaksanaan 

fungsi kebendaharaan. 

2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum 
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3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun. 

Tahap Pelaporan dalam pengelolaan dana desa : 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester 

pertama kepada Bupati/Walikota 

2. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi 

kegiatan. 

3. Kepala desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan 

paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

Tahap Pertangungjawaban dalam pengelolaan dana desa : 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertangungjawaban realisasi 

APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun. 

2. Laporan pertangungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah 

akhir tahung anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. 

3. Laporan pertangungjawaban berisikan laporan keuangan uang terdiri dari 

laporan realisasi APBDesa dan catatan kas atas laporan keuangan, laporan 

realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke desa. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

       A. Jenis Data     

            Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dikelompokan menjadi dua bagian: 
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a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa 

wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, serta 

transfaransi dan akuntabilitas kepada pelaksanaan teknis Dana Desa di desa 

Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan Desa Batang Tumu Kecamanatn Mandah Kabupaten Indragiri 

Hilir. Misalnya dokumen petunjuk pelaksanaan penyusunan Dana Desa seperti 

Laporan Anggaran dan Belanja Desa, Laporan Realisasi, serta Laporan 

Kekayaan Milik Desa. 

      B. Sumber Data 

           Data kualitatif berbentuk deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata 

atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul 

setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh 

orang lain. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, peneliti 

kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara 

berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat 

disusun dalam tema tertentu. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 

           Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi:  

a. Teknik Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

narasumber atau key informan (kepala desa, staf desa dan masyarakat) 

b. Teknik Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada. Berupa dokumen Laporan Anggaran dan Belanja Desa, 

Laporan Realisasi, serta Laporan Kekayaan Milik Desa. 

3.6  Teknik Analisis Data 

 

          Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil, observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintetis, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain juga (Sugiyono 

dalam Sri Lestari). 

       Menurut Usman dan Purnomo di dalam Sri Lestari mengatakan bahwasannya 

penelitian deskriptif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai 

dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata melatar 

belakangi responden. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daei pada melihat 
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permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada 

kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif, adalah instrument 

kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas 

jadi dapat bertanya, menganalisis yang akan diteliti. Penelitian ini lebih menekankan 

pada makna dan terikat nilai.  
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BAB IV 

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Batang Tumu  

Pada awalnya Desa Batang Tumu merupakan semak belukar. Satu persatu 

penduduk berdatangan kedesa ini untuk membuka lahan perkebunan kelapa dan 

pohon rumbia yang menjadi andalan utama dan  pencaharian asli masyarakat. Desa 

ini ada aliran sungai yan mengalir sampai ke Desa Terusan Kempas kecamatan 

Gaung Anak Serka. Desa batang tumu diambil dari nama sebatang pohon yaitu pohon 

tumu yang batangnya lurus dan sanggat tinggi dan dapat digunakan sebagai alat 

banguna tempat tinggal dan bangunan lainnya maka dari itu desa ini dinamakan yaitu 

Desa Batang Tumu. 

4.1.2 Kondisi Geografis 

A. secara geografis Desa Batang Tumu terletak diantara : 

1. Sebelah Utara : berbatasa dengan Desa Bantayan 

2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Terusan Kempas  

3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sepakat Jaya 

4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bakau Aceh 

B. Luas Wilayah Desa 

1. Luas wilayah : 42 Km2 

2. Pemukiman : 50 ha 

3. Pertanian/ perkebunan : 41950 ha 
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4.Kebun kas desa : 1 ha 

5. Perkantoran : 1 ha 

6. Sekolah : 5 ha 

7. Jalan : 15 km 

8. Lapangan  bola kaki dan bola voly : 5 ha 

9. Pustu : - ha 

C. Orbitasi 

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 15 km 

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 60 menit 

3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 55 km 

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 90 menit 

4.1.3 Pemerintahan 

Masyarakat Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 

terdiri dari beberapa adat istiadat yang mana suku tersebut yaitu suku melayu, banjar, 

dan suku pendatang  yaitu suku bugis. Pada tahun 2020 Desa Batang Tumu dipimpin 

oleh kepala desa. Berikut nama pejabat dalam  structural Pemerintahan Desa Batang 

Tumu Tahun 2020 sebagai berikut :
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No Nama Jabatan 

1.  TARMIZI KEPALA DESA 

2.  ROZI BADLI SEKRETARIS DESA 

3.  SAID HELMI KAUR KEUANGAN 

4.  MIRAWATI KAUR TATA USAHA DAN UMUM 

5.  SUSILAWATI,S.AP KAUR PERENCANAAN 

6.  ABD.BASIR STAF KEUANGAN 

7.  MUSTAFA KASI PEMERINTAHAN 

8.  FITRIA HARTATI KASI PELAYANAN 

9.  JAMHURI KASI KESEJAHTERAAN 

10.  NURHAYATI,S.Pd KEPALA DUSUN I 

11.  ERIANSYAH,S.Pd KEPALA DUSUN II 

12.  ASMAR KEPALA DUSUN III 

13.  MISTAR KEPALA DUSUN IV 

14.  YAYAN HUSRIANTO KEPALA DUSUN V 

Sumber : Desa Batang Tumu, 2021 
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Gambar 4.1 

 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batang Tumu  
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4.1.4 Visi dan Misi 

4.1.4.1 Visi 

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar-benar telah 

dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaran pemerintah, 

pembangunan, kemasyarakatan dan  pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang 

mendalam dijiwa setiap individu. 

2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan 

dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derajat,harkat,martabat 

manusia dan ikut dalam kontribusi 

3. Kondisi kehidupan social masyarakat dipandang dari sisi pendidikan , kesehatan, 

kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah 

semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan. 

4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, 

mengurangi, pengangguran, menurunkan kemiskinan , membina usaha kecil 

kebutuhan masyarkat. 

5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan 

ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasaan masyarakat berpolitik semakin 

baik, penyelenggaraan pemerintah yang kondusif, kualitas dan profesionalisme 

aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai Batang 

Tumu bersatu. 
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4.1.4.2 Misi 

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia yang menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral 

religus dan kultural, managemen pembangunan infrastruktur yang maju dan 

mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur. 

2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan 

budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi rasa 

aman. 

3. Mewujudkan social masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat 

majemuh kebersamaan dapat membangun kebutuhan. 

4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan 

pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan. 

5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan 

yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan 

penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur 

terkandung dalam pancasila dan konstitusi Negara dalam koridor NKRI, 

meningkatkan kesadaran nasionalisme. 
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4.1.5 Pendidikan 

 4.1.5.1 Pendidikan 

No Nama Jumlah 

1.  PAUD/TK 70 orang  

2.  SD 523 orang 

3.  MDA 83 orang 

4.  DTA 79 orang 

5.  SLTP/MTs 250 orang 

6.  S1/Diploma 35 orang 

7.  S2/Magistar 0 

8.  Putus Sekolah 15 orang 

9.  Buta Huruf 60 orang 

10.  Dll 14 orang 

Sumber : Desa Batang Tumu,2020 

4.1.5.2 Lembaga Pendidikan 

1. Gedung SD  : 3 unit di lokasi dusun I,II.IV 

2. Gedung PAUD : 1 unit di lokasi dusun II 

3. Gedung TK  : - 

4. PDTA dan MI : - 

5. MDA  : 1 unit di lokasi dusun II  
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 

Transparansi yang berarti dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah 

mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak yang berkepentingan, 

seperti kepada masyarakat luas sehingga prinsip-prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan publik bias mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas 

tentang keuangan desa. 

Untuk mengukur Transparansi pengelolaan Dana Desa di desa Batang Tumu 

peneliti menggunakan Tahap sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Tahap Transparansi 

No 

Tahap Informan 

Hasil 

Wawancara/Doku

men 

Keterangan  

1.  Kesediaan dan 

Aksebilitas dokumen 

 

Bendahara 

Belum tersedianya 

kemudahan 

masyarakat dalam 

mendapatkan 

informasi laporan 

keuangan dari desa 

 

 

BS 

2.  

 

 

Kejelasan dan 

Kelengkapan 

informasi 

  

Mayarakat 

Tidak adanya papan 

informasi tentang 

kas masuk dan kas 

keluar, sehingga 

masyarakat tidak 

bisa mengetahui 

tentang pengelolaan 

dana desa. 

 

 

 

BS 

3.  Keterbukaan proses Staf Desa Staf desa sudah 

melibatkan 
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masyarakat dalam 

proses perencanaan 

anggaran 

 

S 

4. Kerangka regulasi 

yang menjamin 

transparansi 

Kepala desa 

dan Staf desa 

Kerengka regulasi 

pada pelaksanaan 

pembangunan 

dilaksanakan 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

kemudian dimuat 

dalam dokumen 

desa 

 

 

 

S 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah 

disajikan padal tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk transparansi terhadap pengelolaan 

Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 

belum sepenuhnya transparansi. Menrut ketua BPDesa batang tumu dimana 

pencacatan kas masuk dan kas keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat serta tidak 

ada papan pengumuman tentang informasi yang digunakan untuk menjalankan 

kegiatan pengelolaan keuangan desa.  

Transparansi dalam hal ini kepala desa tidak menyediakan baliho dan media 

informasi akibatnya masyarakat dan juga peneliti tidak bisa melihat laporan 

pertangungjawaban yang disediakan oleh desa serta perangkat desa tidak ada 

melakukan pembaharuan untuk membuat papan informasi (Baliho).  

Ketua BPDesa menyampaikan bahwa tidak terdapat papan informasi karna 

kurangnya pelayanan desa dalam memberikan infromasi tentang laporan dana desa 

kepada masyarakat. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan dalam pelayanan 
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kepada masyarakat dan menjalankan tahapan transparansi berdasarkan Permendagri 

No.20 Tahun 2018 di semua tahapan. 

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan dana 

desa di desa Batang Tumu belum transparansi karna belum sepenuhnya sesuai dengan 

tahapan transparansi. 

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan 

pengelolaan dana desa 

Prosedur adalah suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari 

serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dan lainnya. Prosedur yang 

dimaksud adalah tahapan-tahapan yang wajib dilewati oleh pemberi serta penerima 

pengelolaan dana desa setelah dilaksanakan. Tahapan sebelumnya disusun secara 

sistematis untuk dijadikan patokan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

dana desa untuk memperoleh hasil yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, aturan 

tentang standar prosedur pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Mentri 

Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa. 

a. Perencanaan  

Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018  

tentang pengelolaan dana desa sebsagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Tahap Perencanaan 

No. Tahap Informan 

Hasil 

Wawancara/Doku

men 

Keterangan  

1. Perencanaan 

pengelolaan 

keuangan desa 

merupakan 

penerimaan dan 

pengeluaran 

pemerintahan 

desa yang 

dianggarkan 

dalam APBDesa. 

 

 

 

 

Bendahara 

Dalam perencanaan 

pengelolaan desa 

merupakan 

penerimaan dan 

pengeluaran 

pemerintah desa 

yang dianggarkan 

dalam APBDesa. 

 

 

 

 

S 

2. Sekretaris desa 

mengoordinasika

n penyusunan 

rancangan 

APBDesa 

berdasarkan RKP 

Desa tahun 

berkenaan dan 

pedoman 

penyusunan 

APBDesa yang 

diatur dengan 

peraturan 

Bupati/Walikota 

setiap tahun. 

 

Bendahara 

Sekretaris desa 

batant tumu 

mengoordinasikan 

penyusunan 

APBDesa sesuai 

RKPDesa setiap 

tahun. 

 

 

 

S 

3. Rancangan 

APBDesa yang 

telah disusun 

merupakan bahan 

penyusunan 

peraturan desa 

tentang 

APBDesa 

 

 

 

Bendahara 

Rencana APBDesa 

yaitu merupakan 

bahan penyusunan 

dalam peraturan 

desa tentang 

APBDesa. 

 

 

 

S 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada 

table 4.2 dapat dikatakan bahwa Perencanaan Dana Desa di Desa Batang Tumu 
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Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir diawali telah sesuai dengan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 karna perencanaan pengelolaan keuangan desa 

merupakan perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintahan desa dalam 

tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APB serta rancangan APBDesa yang 

telah disusun merupakan bahan penyusunan desa terkait APBDesa dimana, sekretaris 

desa mengoordinasikan penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa setiap tahun 

dan beberapa dusun yang menganalisis berbagai bidang sektor masing-masing yang 

ada untuk menentukan aktivitas yang didanai oleh dana desa. 

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Perencanaan pada Desa Batang Tumu 

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Permendagri No. 

20 Tahun 2018 dan sudah sesuai prosedur. 

b. Pelaksanaan  

Proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan dana desa sebagai berikut : 
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Tabel 4.3  

Tahap Pelaksanaan 

No. Tahap Informan 
Hasil 

Wawancara/Dokumen 
Keterangan  

1. Pelaksanaan 

Pengelolaan 

keuangan desa 

merupakan 

penerimaan dan 

pengeluaran desa 

yang 

dilaksanakan 

melalui rekening 

kas desa pada 

bank yang 

ditunjuk 

Bupati/Walikota. 

 

 

 

 

 

Dokumen 

Pengelolaan keuangan 

desa batang tumu tidak 

dilaksanakan melalui 

rekening kas akan tetapi 

melalui buku cek dimana 

desa batang tumu sistem 

pengambilannya hanya 

menggunkan cek bank 

dan ktp kaur keuangan 

serta ktp kades. 

 

 

 

 

 

BS 

2. Rekening kas 

desa dibuat oleh 

pemerintah desa 

dengan specimen 

tanda tangan 

kepala desa dan 

kaur keuangan. 

 

 

 

Dokumen 

Desa batang tumu tidak 

membuat rekening kas 

karna system pencairan 

dana desa hanya 

menggunakan cek bank 

yang berspesimen tanda 

tangan kades dan kaur 

serta ktp kaur dan ktp 

kades. 

 

 

 

S 

 

Berdssarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada 

table 4.3 dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan  Dana Desa di Desa Batang Tumu 

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana aktivitas diterapkan 

dalam pengelolaan dana desa sepenuhnya dikerjakan oleh tim pelaksanaan desa 

namun pada penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas 

desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana.  
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Maka dari itu penulis menyimpulkan pelaksanaan pada Desa Batang Tumu 

yang dilakukan oleh bendahara desa belum sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018 

dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur. 

c. Penatausahaan 

Proses penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan  Permendagri No. 20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan dana desa : 

Tabel 4.4  

Tahap Penatausahaan 

No Tahap Informan 
Hasil 

Wawancara/Dokumen 
Keterangan  

1. Penatausahaan 

keuangan 

dilakukan oleh 

kaur keuangan 

sebagai pelaksana 

fungsi 

kebendaharaan. 

 

 

Bendahara 

Penatausahaan 

keuangan dilakukan 

oleh Bendahara desa. 

 

 

 

S 

 

 

 

 

2. Penatausahaan 

dilakukan dengan 

mencatat setiap 

penerimaan dan 

pengeluaran 

dalam buku kas 

umum. 

 

Bendahara 

Dokumen 

Dalam penatausahaan 

desa Batang Tumu 

mencatat penerimaan 

dan pengeluaraan pada 

buku kas umum yang 

dapat dilihat : 

 

 

S 

3. Pencacatan pada 

buku kas umum 

ditutup setiap 

akhir tahun. 

 

 

Dokumen 

Pencacatan buku kas 

umum ditutup setiap 

akhir tahun yang dapat 

dilihat : 

 

 

S 

4.   Kaur keuangan  Bendahara desa batang  
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wajib membuat 

buku pembantu 

kas seperti : Buku 

Pembantu Bank, 

Buku Pembantu 

Pajak, Buku 

Pembantu Panjar 

merupakan 

catatan 

penerimaan dan 

pengeluaran 

melalui rekening 

kas 

 

 

Bendahara 

 

tumu membuat buku 

pembantu kas umum, 

seperti buku pembantu 

bank, buku pembantu 

pajak serta buku 

pembantu panjar 

 

 

 

S 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan 

pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk  penatausahaan Dana Desa  di Desa Batang 

Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengacu dengan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana hal ini juga di pertegas oleh bendahara 

desa yang menyatakan bahwa Desa Batang Tumu sudah mengacu pada Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 dengan melakukan pencatatan yaitu mencatat setiap penerimaan 

dan pengeluaran pada buku kas umum, dimana bendahara desa telah mencatat setiap 

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum 

yang digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal 

dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas 

Negara yang dibuat oleh bendahara desa batang tumu. 

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Penatausahaan  pada Desa Batang 

Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh bendahara 
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desa sudah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dikatakan sudah sesuai 

prosedur. 

d. Pelaporan 

Proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan 

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan dana desa sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Tahap Perencanaan 

No Tahap Informan 
Hasil 

Wawancara/Dokumen 
Keterangan  

1. Kelada desa 

menyampaikan 

laporan 

pelaksanaan 

APBDesa semester 

pertama kepada 

bupati/walikota 

melalui camat. 

 

 

 

Kepala Desa 

dan 

Bendahara 

Kepala desa Batang 

Tumu telah 

menyampaikan laporan 

pelaksanaan APBDesa 

semester pertama 

kepada bupati/walikota 

melalui camat. 

 

 

 

 

S 

2. Laporan terdiri atas 

laporan 

pelaksanaan 

APBDesa dan 

laporan realisasi 

kegiatan. 

 

 

 

Dokumen 

Laporan terdiri dari 

laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa. 

 

 

S 

3. Kepala desa 

menyusun laporan 

dengan 

menggabungkan 

seluruh laporan 

paling lambat 

minggu kedua 

bulan juli tahun 

berjalan. 

 

 

 

Kepala Desa 

dan 

Bendahara 

Kepala desa menyusun 

laporan dengan 

menggabungkan semua 

laporan namun tidak 

tepat pada minggu 

kedua bulan juli tahun 

berjalan maka dari itu 

adanya keterlambatan 

laporan realisasi 

 

 

 

 

 

BS 
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pelaksanaan APBDS 

semester pertama yang 

diserahkan pada bulan 

September. 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan 

dalam tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk pelaporan Dana Desa di Desa Batang 

Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana pada hal penyusunan laporan realisasi 

pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua 

bulan juli disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa. 

Maka dari itu pemerintah desa terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa semester pertama yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada bulan 

juli tetapi desa melaporkan pada bulan September. Berikut hasil wawancara dengan 

kepala desa dan bendahara desa 

Maka dari itu penulis menyimpulkan pelaporan pada Desa Batang Tumu yang 

dialakukan oleh bendahara desa belum sesuai dengan Permendagri N0. 20 Tahun 

2018 dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur. 

e. Pertangungjawaban 

Proses pertangungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu 

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri N0. 20 

Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa sebagai berikut : 
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Tabe: 4.6  

Tahap Pertangungjawaban 

No Tahap Informan 
Hasil 

Wawancara/Dokumen 

Keteranga

n  

1. Kepala desa 

menyampaikan 

laporan 

pertangungjawaban 

realisasi APBDesa 

kepada 

bupati/Walikota 

melalui camat setiap 

akhir tahun. 

 

 

 

Kepala 

Desa dan 

Bendahara 

Kepala desa 

menyampaikan laporan 

pertangungjawaban 

realisasi ABPDesa 

kepada Bupati/Walikota 

melalui camat. 

 

 

 

 

S 

2. Laporan 

pertangungjawaban 

disampaikan paling 

lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun 

anggaran berkenaan 

yang ditetapkan 

dengan peraturan 

desa. 

 

 

 

 

 

Bendahara 

Laporan 

pertangungjawaban 

disampaikan pada 3 

(tiga) bulan setelah 

akhir tahun anggaran 

berkenaan dengan 

ditetapkan peraturan 

desa. 

 

 

 

 

S 

3. Laporan 

pertangungjawaban 

berisikan laporan 

keuangan yang 

terdiri dari laporan 

realisasi APBDesa 

dan catatan atas 

laporan keuangan 

yang terdiri dari 

laporan keuangan, 

laporan realisasi 

kegiatan, daftar 

program sektoral, 

program daerah dan 

program lainnya 

 

 

 

Dokumen 

Laporan 

pertangungjawaban 

berisikan laporan 

keuangan yang terdiri 

dari laporan keuangan, 

laporan realisasi 

APBDesa serta catatan 

atas laporan keuangan, 

laporan realisasi 

kegiatan, daftar 

program, program 

daerah dan program 

lainnya yang masuk di 

desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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yang masui kedesa. 

 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada 

tabel 4.6 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertangungjawaban terhadap Dana 

Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir telah 

sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana kepala desa telah 

menyampaikan laporan pertangungjawaban realisasi APBDesa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.  

Maka dari itu penulis menyimpulkan pertangungjawaban pada desa batang 

tumu yang dialkukan oleh bendahara desa sudah sesuai Permendagri No. 20 Tahun 

2018 dan dapat dikatakan sesuai prosedur. 

Berdasarkan tahap akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam hal akuntabilitas desa Batang Tumu tidak akuntabel karna 

tidak memenuhi indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana desa Batang 

Tumu hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan serta 

pertangungjawaban. Namun untuk indikator pelaksanaan Dana Desa di Desa Batang 

Tumu belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana penerimaan 

serta pengeluaran tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan 

buku cek yang berspesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan dan 

menggunakan ktp kepala desa serta ktp kaur keuangan untuk melakukan penarikan 

dana serta, karna desa batang tumu tidak memiliki rekening kas. 
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Dalam indikator pelaporan, desa Batang Tumu dalam hal ini belum sesuai 

dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana kepala desa tidak dapat 

menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan adanya 

keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa maka dari itu desa Batang 

Tumu terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester 

pertama yaitu pada bulan september sehingga desa ini terhalang dalam hal 

pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana pengunaan dana desa tidak 

sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa.  

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan 

kegiatan 

Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang 

menepati perjanjian atau menaati ketentuan/peraturan atas kesalahan yang dilakukan 

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa megenai sanksi yang ditetapkan 

atas kesalahan pasti ada, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Tetapi selama 

beliau menjabat dalam menetapkan sanksi kepada bawahannya yaitu hanya berupa 

teguran saja dan tidak pernah mendapatkan sanksi atas kesalahan yang fatal. 

Maka dari itu akuntabilitas dalam sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau 

kelalaian pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa tidak terlaksana dan bisa 

dikatakan tidak akuntabel. 

3. Adanya output dan outcome yang terukur 

Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN ditransfer melalui APBD 

kabpaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah. 
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Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat. Output dana desa pada desa batang tumu sudah dilaporkan namun 

dalam pelaporan adanya keterlambatan menyampaikan realisasi APBDesa. 

Dimana masih perlu peningkatan kapasitas bagi kepala desa untuk menyelesaikan 

persoalan pengelolaan dana desa.  Disamping itu dana desa diharapkan bisa 

merangsang swadya, gotong royong serta partisipasi masyarakat. Desa batang 

tumu masih mendorong untuk adanya outcome karna didesa batang tumu masih 

banyak masyarakat miskin yang masih menjadi persoalan desa. Dimana pada 

aspek pembangunan berbasis outcome menekankan bahwa setiap pembangunan 

yang dilaksanakan bukan hanya pertangungjawaban dalam bentuk anggaran yang 

dipakai dan bentuk fisiknya semata, akan tetapi memberikan dampak luas bagi 

kesejahteraan masyarakat desa Batang tumu pada kemudian hari. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Desa di desa Batang Tumu 

Kecamatan Mandah Kabupaten Indrgiri Hilir belum sepenuhnya transparan. 

b. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa Batang tumu 

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya akuntabel. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang sudah di uraikan diatas, 

maka penulis memiliki beberapa saran yang bisa berguna bagi pihak yang 

berkepentingan, yaitu : 

a. Bagi Desa, diharapkan pada penerapan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa diharapkan lebih terlaksanakan lagi serta memperhatikan 

tentang penyedian informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat 

yang sesuai dalam peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih dalam lagi 

untuk menguji terkait transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan bagi 

pemerintah desa serta bisa mengembangkan indikator-indikator yang menguji 

tarnsparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa  
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